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Aktifitas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor telah begitu luas di masyarakat kita. Masalah ini akan
menjadi ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya, tetapi
juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah telah

mel akukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundangundangan terkait penyal ahgunaan
Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi
badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan
pemberantasan penyal ahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
tugas dan fungsi BNN diberikan kewenangan yang besar. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah
dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prekusor narkotika. BNN diberi kewenangan
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyal ahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor
narkotika diluar penyidik POLRI yang sudah ada.

Dalam sistem peradilan pidana, Penyidik BNN menjadi salah satu gatekeeper selain penyidik POLRI dan
PPNS dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Porsi kewenangan BNN yang
sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi dalam tataran pel aksanaan tugas penyelidikan dan
penyidikan dengan penyidik POLRI, contoh dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan,
spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya antara penyidik BNN dengan penyidik kepolisiaan dapat
menimbulkan permasal ahan secara kel embagaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat timbul kendala dimana sistem peradilan terpidana yang terpadu
menghendaki keseluruhan proses yang bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga
itu sebagai sub sistem yang akan saling berhubungan dan mengaruhi satu sama dengan yang lainnya dapat
bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum.

...... The activity of abusing Narcotics and Precursor has been widely spread in our society. This problem will
become a serious threat towards not only the survival but also the future of the victims, and is very harmful
for the life of the society, the nation, and the state. Therefore, the government has taken some steps by
enacting the relevant laws and regulations to the drugs abuse and by establishing a non-structural institution,
BNN (National Narcotics Board) which becomes a coordinating board with the relevant government
agencies for availability, prevention, and combat of the misuse and illegal selling of Narcotics and Narcotic
Precursor.

In its development after the promulgation of the law No. 35 of the year 2009 on Narcotics, BNN has been
granted big responsibilities for its duty and functions. One of BNN?s responsibilitiesis to prevent and
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combat the misuse and the spread of narcotics and narcotic precursor. BNN is granted aresponsibility to do
investigation and inquiry towards the misuse and the spread of the narcotics and narcotic precursor outside
the existing POLRI (the Police Department of the Republic of Indonesia) investigators.

In the criminal justice system, BNN investigators become one of the gatekeepers besides POLRI and
PPNS?sinvestigators in handling the Narcotics and Narcotic Precursor criminal acts. The portion of BNN
responsibilitiesis very big and there is no differentiation rule in the level of execution of investigation and
inquiry duty with POLRI investigators. Therefore, the differencesin the way BNN and POLRI make an
arrest, the subjects of the arrest, the drugs specialization confiscated, and other differences may cause
problems institutionally.

Based on that, there will be problems incurred where the integrated criminal justice system expects the
entire process works under one system so that each institution will be the sub-system mutually related and
influencing one another, and can coorperate to accomplish the goal of the law enforcement.



